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Laporan Kinerja Mahkamah Agung Republik
Indonesia merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas
9 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang secara teknis berpedoman pada Peraturan
Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1604/SEK/0.01.2/11/2019
tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, telah disusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Laporan kinerja ini merupakan bentuk
akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian
kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun dan wujud transparansi serta petanggungjawaban kepada masyarakat pecari
keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit
organisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kinerja Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2019.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana terurai

dalam DIPA Tahun 2019 terdapat 3 (tiga) program vyaitu:

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung;
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
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Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengacu dari pada Visi dan Misi Pengadilan
Tinggi Kalimantan Tengah dan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi
untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA)
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode 2015-2019. Salah satu bentuk pengevaluasi
Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LKjIP Tahun
2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Semoga dengan adanya LKjIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai
kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik
Indonesia umumnya dan visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun khususnya. Kami
berharap agar LKjIP 2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas
kinerja pada beberapa tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja
Mahkamah Agung Rl secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan
Clean Goverment. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan
bimbingan kepada kita semua, khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam
mewujudkan visi misinya dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak

yang telah ikut serta membantu penyusunan laporan ini.

Pangkalan Bun, 7 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.
NIP. 19681118 199603 1 002
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Pengadilan Negeri Pangkalan bun sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan
Kehakinan dan sebagaioorpostMahkamah Agung RI bertugasenerima, memeriksa,
memutus, dan menyelesaikaperkara pada tingkatpertama baik perkara pidana
maupun perdata, sesuai dengan ketentuddndangUndang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman ddndangtUndang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2004 jdndangUndang Nomor 2 Tahur986 tentang
Peradilan Umum besert®enjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana
dan perdata.

Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Pangkalan @dasarkan pada
tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telatapkan pada
Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahub-2@09 secara
konsisiten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaikinerja Pengadilan NegeRangkalan
Bunadalah sebesat00,37%.

Rincian capaian kinerja masintpsing indikator tiap sasaran strategis tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Tranapalan Akuntabel

Indikator Kinerja Target| Realisasi Capaian
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% 100% 100%
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% | 100% 100%

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Wakty 90% | 94,85% | 105,39%

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 90% | 89,63% | 99,59%

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | 95% | 92,96% | 97,85%
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